WALIKOTA MAGELANG

PROVINg] JAWA TENGAH

PE
RATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

Menimbang

MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

a. bahwa dalam upaya mengembangkan kemampuan,

kemandirian, dan mendorong partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah, perlu adanya program
pemberdayaan masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat maka perlu disusun pedoman teknis
pelaksanaannya,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, Pemerintah Daerah  kabupaten/kota
mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah  kabupaten/kota  untuk
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢
perlu menctapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat Maju Schat Bahagia;



Mengingat

Undang-

; bng Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
em

Li entukan  Dacrah-dacrah Kota Kecil —dalam
ingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor t
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor
102);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

_ Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 139);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



M cnetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURA
N
WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAA
MAJU N PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEHAT BAHAGIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D .
alam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

2,

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsuf
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahaan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kecamatan adalah  bagian wilayah  daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah
lembaga yang dibentuk  melalui musyawarah
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan
oleh Lurah.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah
bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah

kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
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Pemberdayaan Masyarakat adalah

. proses
S s Lo s e
memperbaiki situasi
dan kondisi diri sendiri dan lingkungannya.
Progam Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat
Bahagia yang selanjutnya disebut Rodanya Masbagia
adalah suatu program untuk mendorong partisipasi
dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan
ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun
Tetangga.
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai
oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan.
Sarana dan Prasarana Skala Kecil adalah sarana
dan/atau prasarana yang dibutuhkan pada skala
lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) dan dapat dipenuhi dengan anggaran kegiatan
Rodanya Masbagia.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
lkuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi perangkat daerah.
Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat untuk mengambil keputusan
dan/atau  melakukan tindakan  yang dapat

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

::;i?i:z:a Ba;'fing/ Jasa melalui Swakelola Yané
isebut  Swakelola adalah ~ car@
r;:;n:;:;);i barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/ Lembaga/Perangkat ~ Daerah 1giini,

organisasi

masyarakat,

kemasyarakatan,  atau kelompok

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah  daerah kepada pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukanmnya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan pemcrintah
daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi  dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang
pbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima
hibah.

Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut
Pokmas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk
melalui musyawarah kelurahan dalam rangka untuk
ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa
kegiatan Rodanya Masbagia.

pendamping adalah tenaga teknis nonpegawai negeri
sipil ~ yang ditugaskan ~ untuk  mendampingi
pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia mulai dari

perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan

pertanggungjawaban.
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295.

(1)

(2)

d. meningkatkan peran serta

Ka
MPUNE  Tematik adalah suatu  program

Pengembangan lanjutan potensi unggulan lingkunga?
hasil dari Permufakatan warga kelurahan setempat
dan mendapat persetujuan dari lurah, dan/atau hasil
penunjukan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan
dengan Keputusan Walikota dengal
mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang
ada dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup
serta kemandirian masyarakat.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutny
disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang
memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari

individu dengan status kesejahteraan terendah di
Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Rodanya Masbagia dilaksanakan dengan maksud
untuk lebih meningkatkan peran serta dan
penggerakan potensi masyarakat Kelurahan.
Pelaksanaan Rodanya Masbagia bertujuan:
a. memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi

masalah dan membantu mengartikulasikan

kebutuhannya;

b. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana

lingkungan RT;

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan

pemberdayaan masyarakat; dan

dan mendorong
keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip  pengelolaan ~ Rodanya Masbagia
meliputi:

a. transparan;

b. partisipatif;

c. akuntabel; dan
d.

berkelanjutan.

1
Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,)1
huruf a adalah seluruh kegiatan dapat diketahui ole

an
seluruh lapisan masyarakat dengan mudah d

terbuka di wilayah RT.

Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b adalah seluruh anggota masyarakat di lingkungan
wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan
dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai

pengambilan keputusan tertinggi.

Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c adalah seluruh pelaksanaan kegiatan wajib
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis,
dan hukum.

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d adalah manfaat hasil kegiatan dapat
dirasakan langsung  oleh masyarakat dan

berkesinambungan.



BAB Iv
S
ASARAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

yang dpdaksanﬂan Rodanya Masbagia adalah seluruh RT
su
ah terbentuk secara resmi di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana di Tingkat Kota

Pasal 5

(1) Untuk menyelaraskan ~ dan  mengoptimalkan
pelaksanaan Rodanya Masbagia di wilayah Daerah,

dibentuk tim Rodanya Masbagia.
(2) Tim Rodanya Masbagia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

€.

f.

tim pengendali;

tim verifikasi usulan dan perencanaan;

tim verifikasi keuangan;

tim verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
dan gambar teknik;

tim monitoring; dan

tim pembina teknis.

(3) Tim Pengendali Rodanya Masbagia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:

a.

menyusun pedoman teknis pelaksanaan Rodanya

Masbagia;
melakukan sosialisasi pelaksanaan Rodanya

Masbagia;
mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan

Rodanya Masbagia;
melakukan publikasi kegiatan Rodanya Masbagia;
melakukan  evaluasi  pelaksanaan  Rodanya

Masbagia; dan



(4)

()

6

(7)

f. mela
0 ;
Porkan hasil akhir pelaksanaan Rodany2

Ti Masbagia kepada Walikota.

dlirja;:zk::;au:u:n dan perencanaan sebagaiman?

g, . an 'keglatan Rodanya Masbagia;

verifikasi usulan kegiatan Rodany?d

Masbagia;

C. mengoordinasikan perencanaan penganggaraﬂ
Rodanya Masbagia; dan

d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya
kepada Tim Pengendali Rodanya Masbagia.

Tim verifikasi keuangan sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf ¢ bertugas:

a. melakukan verifikasi dokumen Rencana Kegiatan

pada

Anggaran Rodanya Masbagia;

b. memberikan bimbingan teknis dalam perencanaarn
dan menyusunan pertanggungjawaban kegiatan;

c. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
pencairan dan laporan pertanggungjawaban; dan

d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya
kepada Tim Pengendali Rodanya Masbagia.

Tim verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan

gambar teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d bertugas:

a. memberikan  bimbingan teknis penyusunan
Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan;

b. melakukan verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya,

dan gambar teknik kegiatan Rodanya Masbagia;

dan

melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya

kepada tim pengendali Rodanya Masbagia.

Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e bertugas:

a. menyusun indikator monitoring kegiatan Rodanya
Masbagia;

b. melakukan monitoring pelaksanaan Rodanya

Masbagia;



(8)

(1)

(2)
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C. menyusun laporan hasil monitoring; dan

d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnyd
kepada Tim Pengendali Rodanya Masbagia.

Tim pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf f bertugas:

a. melaksanakan pendampingan teknis dalam
penyusunan perencanaan dan  pelaksanaafl
Rodanya Masbagia sesuai dengan bidang masing-
masing Perangkat Daerah;

b. menyelenggarakan Kklinik konsultasi Rodanya
Masbagia; dan

c. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya
kepada Tim Pengendali Rodanya Masbagia.

Tim Rodanya Masbagia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelaksana di Tingkat Kecamatan

Pasal 6
Untuk mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya

Masbagia pada Kelurahan yang ada di wilayah kerja

Kecamatan dibentuk tim Kkoordinasi Rodanya Masbagia

Kecamatan.

Tim koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. menghimpun dan melakukan verifikasi usulan
kegiatan ~Rodanya Masbagia dari seluruh
Kelurahan di wilayahnya;

b. mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia
pada Kelurahan di wilayahnya;

melakukan pengendalian pelaksanaan Rodanya
Masbagia pada Kelurahan di wilayahnya;

d. melakukan  pendampingan penyelenggaraan

Rodanya Masbagia di Kelurahan,



(3)

(2)

(3)

-11-

© memberikan saran dan masukan terhadap
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
Rodanya Masbagia; dan

f.  melaporkan hasil pelaksanaan Rodanya Masbagia
kepada Walikota setiap semester.

Tim  koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Walikota,

Bagian Keempat

Pelaksana di Tingkat Kelurahan

Pasal 7
Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanadn
Rodanya Masbagiayo di tingkat Kelurahan, dibentuk
tim fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan.
Tim fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memfasilitasi tugas tenaga Pendamping dalam
pelaksanaan Rodanya Masbagia, meliputi:
1. penyusunan perencanaan;
2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
3. penyusunan laporan pertanggungjawaban.
b. mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia
pada tiap RT di wilayahnya;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Rodanya Masbagia pada tiap RT di wilayahnya; dan
d. memberikan saran serta masukan terhadap
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
Rodanya Masbagia.

Tim fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.
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AN Pasal 8
Pendamping anya Masbagia didukung oleh Tena&®
. B_Iang berkedudukan di Kelurahan 'dan
Pemberday:ariawab Vit FE T e
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluars®
Berencana.
Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertugas melakukan pendampingan bagi RT dala™
kegiatan Rodanya Masbagia mulai tahap perencanaall,
pelaksanaan, dan penyusunan pertanggung}‘awaban.
Dalam pelaksanaan tugasnya, tenaga Pendamping
dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaart
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan
difasilitasi oleh tim fasilitasi Rodanya Masbagia

Kelurahan.
Pengadaan  tenaga Pendamping
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuail, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

sebagaimana

Berencana.

BABV
KEGIATAN

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan

Pasal 9

Rodanya Masbagia di setiap RT d

bentuk kegiatan sebagai berikut:

a, pembangunan sarana dan prasarana Skala Kecil di
lingkup RT/RW; dan

b. pemberdayaan masyarakat di lingkup RT JRW.

pembangunan sarana dan prasarana Skala

ilaksanakan dalam

Kegiatan
Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



|
|
|

(1)
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a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan

pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana dan prasarana lembagd

kemasyarakatan,;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangam dan

pemeliharaan sarana dana prasarana kesehatan;

dan/atau
embangar, dan
a pendidikan

d. pengadaan, pembangunan, peng
pemeliharaan sarana dan prasaran

dan kebudayaan.

Pasal 10
Pengadaan, pembangunan, ~pengembangar: dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganl
alam Pasal 9

pemukiman sebagaimana dimaksud d
ayat (2) huruf a meliputi:

a. jalan;

b. jaringan air minum dan akses air bersih;

drainase dan selokan;

e

d. talut;

e. sarana pengumpulan sampah dan sarana
pengolahan sampah;

f  sumur resapan/biopori;

g. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala
pemukiman;

h. alat pemadam api ringan;

i, gapura RW;

j. taman

k. tanaman obat keluarga, buah, sayuran, umbi-
umbian, hidroponik, jamur, perikanan dan
peternakan skala kecil;

|. sarana dan prasarana keamanan lingkungan;

m. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau

n. sarana dan prasarana pendukung Kampung

Tematik.



(2)

(3)

(4)

(1)
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Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  lembags

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalsm Passl

9 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. gedung pertemuan RW;

b. sarana dan prasarana RT; dan/atau

c. sarana dan prasarana Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasawisma.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana dan prasarana keschatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c,

meliputi:

a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;

b. sarana dan prasarana untuk lanjut usia, balita,
dan ibu hamil;

c. pos pelayanan terpadu lansia dan/atau balita;
dan/atau

d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan

kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf d, meliputi:

a. taman bacaan masyarakat;

b. bangunan pendidikan anak usia dini;

c. sarana dan prasarana olahraga;

d. wahana permainan anak di pendidikan anak usia
dini; dan/atau

e. sarana dan prasarana seni budaya.

Pasal 11
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. kegiatan yang berada di lahan aset Pemerintah
Daerah harus memperoleh izin tertulis dari

Pemerintah Daerah;



(2)

(1)

(2)
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g L Wk 8
utilitas umy TR g B i
M perumahan yang telah diserahkan

Oleh: Pengembang kepada Pemerintah Daerah;

kegiatan yang berada di lahan aset instansi

pemerintah lain dan/atau di lahan aset Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

harus memperoleh izin tertulis dari pejabat yang

berwenang terhadap penggunaan aset tersebut;
dan -

d. kegiatan yang berada di lahan milik pribadi harus
ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian
lahan dari pemilik lahan paling sedikit selama 5
(lima) tahun dan dengan memperhitungkan nilai
kegunaan objek bangunan.

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus

memperhatikan kondisi eksisting objek, yaitu:

a. status lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan harus sudah diserahkan oleh
pengembang kepada Pemerintah Daerah;

b. kondisi fisik objek rusak dan perlu segera
dilakukan perbaikan; dan

c. usia objek paling sedikit 3 (tiga) tahun dari waktu
pembangunan objek dimaksud, kecuali untuk
objek yang dibangun melalui swadaya masyarakat
dan/atau bangunan yang rusak berat.

Pasal 12
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,
digunakan untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di lingkungan RT/RW dengan
mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan

RT/RW scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:



(1)

2
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B pengek)laan

kegia
an  pelayanan  kesehatan

b. pe ,
Pengelolaan kegiatap, el
Dibssdivi: Pelayanan pendidikan dan
C. pengelol i
i aan kegiatan pengembangan usaha mikro
ecil, dan menengah; h
d. pen iy
] pengeioiaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
. € 1 ’
umj o :an kegiatan ketenteraman, ketertiban
- i
: » dan perlindungan masyarakat; dan/atau

pen _—
guatan  kesiapsiagaan masyarakat ~dalam

mengh :
ghadapi bencana serta kejadian luar biasa

lainnya.

Pasal 13

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat () huruf

a, meliputi:

a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;

b. pelayanan pemberian makanan tambahan dan
vitamin di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
lanjut usia dan/atau balita;

c. keluarga berencana;

d. bantuan pangan untuk lanjut usia yang belum
terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial;

atihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau

e. pel
pelayanan kesehatan

f. kegiatan pengelolaan
masyarakat lainnya.
Pengelolaan kegiatan pel
kebudayaan sebagaimana d

ayat (2) huruf b, meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
n kursus seni budaya; dan/atau

ayanan pendidikan dan

imaksud dalam Pasal 12

b. penyelengaraa

pengclolaan pelayanan pendidikan dan

c. kegiatan
kebudayaan lainnya.

an kegiatan pengembangan

ana dimaksud dalam

], dan menengah sebagaim

keci
meliputi:

Pasal 12 ayat (2) huruf ¢,
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a. penyelenggaraan pelatihan asaha; dan/atau

b. kegiatan pengelolaan pengembangaﬂ usaha mikro,

kecil, dan menengah lainnya.

(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan

(5)

6)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf
d, meliputi:
a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kelurahan; dan/atau
b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan

lainnya.

Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umuin,

dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) hurufe, meliputi:

a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanarl,

b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
keamanan /ketertiban RT; dan/atau

c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf

f, meliputi:

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat ~ dalam
menghadapi bencana;

c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan
bencana,

d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau

e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang

lainnya.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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Bagian Kedua

Kegiatan Wajib

Dalam rangka me Il‘aunl 14

Pembangunan Jul:](,:kung tercapainya target Rencana

harus mengusulke -y _Mcn"”gﬂh Dacrah, setiap RT

Bentuk kegi . lf_cglam" wajib,

ayat (1) l:j_f::n (:Ta‘“b schagaimana dimaksud pada

Perencanaan P g dalam Petunjuk Teknis Musyawarah
embangunan (Juknis Musrenbang) yang

diteta i
pkan setiap tahun atau petunjuk teknis lainny2.

Pasal 15

Dalam hal RT tidak mengusulkan kegiatan, Ketua RT
harus membuat surat pernyataan berdasarkan hasil
rembug warga yang diverifikasi oleh Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Ketentuan mengenai format surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kegiatan

Pasal 16

Perencanaan kegiatan Rodanya Masbagia dilakukan

secara berjenjang meliputi tahapan:

pengusulan dari tingkat RT;

a.
perencanaan tingkat RT oleh

b. sinkronisasi usulan
Ketua RW yang bersangkutan;

c. perencanaan tingkat Kelurahan;

d. perencanaal tingkat Kecamatan; dan

e. perencanaan tingkat kota.



(2)

(8)

=19

Usulan Perencanaan ke
dilakukan secarq fis -egl.a tan Rodanya Masbagia yang
Pada ayat (1) me l:lenJan.g sebagaimana dimaksud
Penataan Lingly, mperhatikan Dokumen Rencan
pembangunan ta;1 gan Permukiman (RPLP) dan @
Teknis  Musyaw unan yang tertuang dalam petunjuk
(Jukni arah Perencanaan Pembangunan
18 Musrenbang)_
:;:llz;fjrzzzanaan k.egiatan Rodanya Masbagia yang
pada ayat (1) da.ra be‘rjenjang §ebagallnans dimaksud
isesuaikan dengan batasan dan kriteria

ang di
yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Musyawarah

Pere
n(.:anaan Pembangunan (Juknis Musrenbang) atau
petunjuk teknis lainnya.
Pasal 17
sebagaimana

Mekanisme pengusulan tingkat RT
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 2 adalah:
a. sosialisasi kegiatan Rodanya Masbagia pada

masyarakat,;
b. Ketua RT menyelenggarakan rembug warga;

RT menginventarisasi/ mendata Us
utuhan

c. Ketua ulan

kegiatan berdasarkan skala prioritas keb

hasil rembug warga;
d. Ketua RT membuat berita ac
warga yang ditandatangani oleh Ketua RT,
Sekretaris, unsur warga, diketahui Ketua RW dan

dilampiri daftar hadir peserta rembug warga
peserta dokumentasi pelaksanaan rembug warga;

ara hasil rembug

dan
aikan usulan kegiatan atau

Ketua RT menyamp
parang  hasil rembug  warga
prioritas yang memuat je
volume

pengadaan
nis

perdasarkan urutan
kegiatan/ pekerjaan

Kkegiatan/ pekerjaan
a T em

dan
dilengkapi dengan:

pug warga yan
pat; dan

1. berita acar g ditujukan



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

b. Lurah mengirimk
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i:i’;u‘:giatan hasil rembug warga RT sebagaili“ana
tahunan ya:ada. ayat (1) berupa usulan k“eg1atan
A g diselaraskan dengan usulan kegiatan 5
Ketentuan an yang sudah direncanakan.

mengenai format berita acara rembug
warga, usulan kegiatan atau pengadaan barang
tahunan dan wsulan kegiatan 5 (lima) tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
t?l‘cantuxn dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18
Ketua RW mengoordinir dan memadukan usulan
perencanaan kegiatan dari setiap RT di wilayahnya.
Lurah dapat mengoordinasikan dan memadukan

usulan kegiatan yang berskala lintas RW.

Pasal 20

Mekanisme perencanaan di tingkat Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

c adalah:
a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Pembangunan atau pejabat yang ditunjuk oleh

Lurah untuk:
1. menghimpun usulan kegiatan dari seluruh RT;

2. memverifikasi usulan kegiatan dari seluruh RT

berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan

ketentuan,
menyusun daftar rekapitulasi kegiatan yang

telah terverifikasi: dan
4. menyusun RKA kegiatan Rodanya Masbagia
pada setiap wilayah RT setelah seluruh usulan

kegiatan diverifikasi Tim Verifikasi Usulan dan

Perencanaar.
an daftar rekapitulasi kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Tim

Koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan.



~21.

(2) Ketentuan Mmenge
naj

kegiatan format daftar rekapitulasi

Sebagaj :
88lmana  dimakeud pada ayat (1)

tercantum
dalam Lamn; afl
lam Lampirapn yang merupakan bagi

tidak terp;
Pisahkan dar; Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

(1) Mekanisme
Perencanaan  tingkat Kecamatan

sebagaim .
d dg'l . ana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
1ia
sanakan oleh Tim Koordinasi Rodanya

Masbagia Kecamatan sebagai berikut:

a. me i
nghimpun  seluruh rencana kegiatan setiap

Kelurahan di wilayah kerjanya;

b. memverifikasi usulan kegiatan dari Kelurahan
berdasarkan skala prioritas kebutuhan ~dan
ketentuan; dan

c. merekap seluruh rencana definitif dari setiap
Kelurahan di wilayah kerjanya untuk diteruskan
ke Tim Pengendali Rodanya Masbagia.

(2) Ketentuan mengenai format rekapitulasi rencana

definitif kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

(1) Mekanisme perencanaan tingkat kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e

dilaksanakan oleh Tim Pengendali Rodanya Masbagia

berupa:
a. mengoordinasikan seluruh rencana kegiatan di
setiap Kecamatan;

b. merckapitulasi seluruh usulan Rodanya Masbagia;

aksanakan Verifikasi Usulan serta
dan gambar teknis; dan

c. mel Rencana

Anggaran dan Biaya (RAB)
d. melaporkan hasil verifikasi usulan Rodanya

Masbagia kepada Walikota sebagai bahan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



——

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pelaksanaan rekapitulasi seluruh usulan dan verifikasi
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf ¢ dilaksanakan olch Tim Verifikasi Usulan
dan Perencanaan.

Pelaksanaan verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB) dan Gambar Teknis scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan olch Tim Verifikasi
Keuangan serta Tim Verifikasi RAB dan Gambar
Tcknis.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 22
Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.
Pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan
melalui mekanisme Swakelola tipe 1V atau melibatkan
Pokmas sebagai pelaksana Swakelola.
Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk
di tingkat Kelurahan melalui mekanisme musyawarah
Kelurahan.
Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan pengesahan dari Camat;
b. memiliki struktur organisasi/pengurus yang
ditandatangani oleh Ketua Pokmas; dan
c. memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan
setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kelurahan.
d. Memiliki kemampuan untuk menyediakan atau
mengerjakan barang/jas sejenis yang

diswakelolakan.
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sebagaimana dimaksud pada ayat @)

beranggot
ak
an 10 (sepuluh) orang yang dapat dipilih

dari be
rbagai
gal unsur masyarakat yang memiliki

kemam

Puan .

fEnek dan komitmen untuk me]aksanakan
Pekerjaan Swakelola

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Swakelola

s Pasal 24
elaks
anaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ;
22 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Kegiatan Rodanya Masbagia

Pasal 24
(1) Hasil kegiatan Rodanya Masbagia berupa parang dapat
diserahkan kepada lembaga kemasyarakatar,
masyarakat, atau Pokmas.
g dan/atau jasa
Bantuan Sosial
turan

(2) Hasil pengadaan baran yang akan

diserahkan melalui Hibah dan/atau

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera

perundang—undangan.
Hasil pengadaan parang yang akan diserahkan kepada

masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

ran perundang—undangan.

(3)

peratu
Hasil pekerjaan Swakelola

infrastruktur yang dibangun
Pemcr'mtah Daerah dicatat sesuai dengan ketentuan

g-undangan.

pberupa bangunan

di atas lahan aset

(4)

peraturan perundan

pasal 25
au Bantuan Sosial bertanggung jawab

Penerima Hibah at
secara formal dan material atas penggunaan barang yang

diterimanya-



;g

(1)

()

(3)

(4)

(1)

e

BAB VI
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Besaran Alokasi Anggaran

Pasal 26

Alokasi an
gearan untuk pelaksanaan Rodany?

Masbagi i

) agia setiap RT paling banyak Rp 30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah) per tahun
Dalam h i .
( al kegiatan yang peruntukannya lebih
s :

atu) RT, diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan

dari 1

gabungan antar RT.
P .

t.fnganggaran kegiatan gabungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada salah satu
RT.
Penganggaran sebagaimana dimaksud pada
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan diuraikan dalam belanja operasi dan
Kelurahan dan/atau

ayat (1)

belanja modal pada DPA
Perangkat Daerah yang membidangi:

a. perumahandan kawasan permukimarn;

b. sosial;

c. pendidikan dan kebudayaan;

d. ekonomi; dan

e. kesehatan.

Pasal 27
an Rodanya Masbagia sebagaim
(1) digunakan untuk:
dukung administrasi

Alokasi anggar ana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat
a. biaya umuim untuk men

pelaksanaan Rodanya Masba
(tiga persen) dari pagu dana

gia di tingkat RT

paling banyak 3%
Rodanya Masbagia;
belanja barang/jasa;

belanja Hibah;



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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d. belan;
osial; d
€. belanja mogqy N e

Alokasi gn
BBaran Rodanya Masbagia yang digunakan

untuk belan;
ja barang/] y ,
pada ayat ( g/jasa  sebagaimana dimaksud

1
b ) huruf b, yang menghasilkan barang dan
siang ;peruntukan sebagai barang milik daerah,
a
i garkan dalam kelompok belanja sesuai dengan
entuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Biaya Operasional Pendukung Kegiatan

Pasal 28
Biaya operasional fasilitasi kegiatan Rodanya Masbagia
di Kelurahan dialokasikan di setiap Kelurahan.
Biaya operasional untuk tim koordinasi Rodanya
Masbagia Kecamatan dialokasikan ~di ~ setiap
Kecamatan.
Biaya operasional untuk tim pengendali Rodanya
Masbagia, tim verifikasi usulan dan perencanaarn, tim
verifikasi keuangan, tim verifikasi Rencana Anggaran
dan Biaya (RAB) dan gambar teknik, tim monitoring
dan tim pembina teknis dialokasikan di Perangkat
Daerah yang terkait.

BAB VIII
PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KEGIAT AN

Pasal 29
Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan Rodanya Masbagia di
wilayahnya dan bertindak sebagai PPK.

Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan

b. PPTK.



(3)

4)

(5)

umum

selaku PPTK y
ketentuan peraturan sesuai dengan

Lurah setan, perundang-undangan.
Kuasa Pengguna Anggaran melakukan

Pénandat.
.anganan kontrak dan memberikan
Persetujuan pembayaran

Pasal 30

Penatau

talc sahaan  pengelolaan keuangan daerah terkait
€laks
P anaan Rodanya Masbagia dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(2

BAB IX
PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 31
Ketua RT melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
Rodanya Masbagia di wilayahnya kepada Lurah.
Dalam rangka mendukung perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia, tim Rodanya
Masbagia dapat meminta kepada Ketua RT untuk
menyampaikan laporan dan/atau data pendukung

sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 32
Penatausahaan kegiatan Rodanya Masbagia di

Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang

(TU) dan mekanisme langsung (LS) sesuai dengan

ketentuan peraturan pcrundang—undangan.

pelaksanaan Rodanya Masbagia

Laporan hasil
ah kepada Walikota melalui

disampaikan oleh Lur

Camat secara rutin setiap semester.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
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Camat melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan

Rodanya Masbagia di wilayahnya secara rutin setiap

semester kepada Walikota dengan tembusan Bagian

Pemerintahan, Badan Pengelola Keuangan dan Asct

Dacrah, Inspektorat Daerah, dan Badan Perencanadn

Pembangunan Daerah.

Batas waktu penyampaian laporan scbagaiman?

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk:

a. semester I disampaikan paling lambat minggu
kedua bulan Juli; dan

b. semester II disampaikan paling lambat minggt

kedua bulan Januari.

Ketentuan mengenai format laporan hasil pelaksanaan

Rodanya Masbagia sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan rekapitulasi pelaksanaan Rodanya Masbagia

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 33

Tim Rodanya Masbagia melakukan pembinaan

terhadap pelaksanaan Rodanya Masbagia berupa

bimbingan teknis yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan

pertanggungjawaban.
Tim pembina teknis melaksanakan pembinaan teknis

untuk mendukung pencapaian sasaran (outcome)

kegiatan Rodanya Masbagia.

Tim pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Tim Rodanya Masbagia.



(4)

(1)

(2)

(3)

LN
im  koordinam Kecnmalah

Rodnnyn  Manhagla
me
lnkukan pembinann terhadap peladannonn [odnnyi

Masbapin (i dalam wilnynh

seluruh - Kelurnhon

kerjonya, meliputi:

A pendampingan  penyusunan  perencanann dan

administrasi  kegintan  Rodanyn  Masbagi di
l(clumhun; dan
b. pendampingan pelaksanaan  kegintan Rodany#
Masbagia di Kelurahan,
BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 34
Monitoring dan evaluasi untuk pcnﬂcndﬂ]'““
Kelurahan

pelaksanaan Rodanya Masbagia di seluruh
dilaksanakan sccara berjenjang dan berkala.
Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan

Rodanya Masbagia dilakukan oleh institusi pengawas

fungsional.
Dalam melaksanakan pengendalian
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak

schagaimana

eksternal yang ditunjuk.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

P Pasal 35
eratu o o
ran Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

mcmcrintahkan
dengan

A .
gar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Walikota ini
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal  #! Joni 2021

WALIKOTA MAGELANG,

MOCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2! Juar 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

—

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 24




ann B ST

I‘AM]’”{AN
pp;!m'rURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2021

(ENTANG PEDOMAN “TRKNIS piog

i i (BANAAN  PROG sMBERDAYAAN
MASYARAKAT MAJU SEHAT BAjAGIA HRAN PEREEES

A. FORMAT SURAT PERNYATAA
N Kl";l‘ 21T m . 4 A
KEGIATAN UA RT TIDAK MENGUSULKAN

SURAT PERNYATAAN
TID INGUS
AK MENGUSULKAN DALAM RODANYA MASBAGIA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama T
Alamat .. SRk s sT iSRS eewe sa TR TANORE IV S nana]
Jabatan : Ketua RT ..... RW ..... Kelurahan

reene
--------------------------------------------------

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dikarenakan kebutuhan sarana dan

prasarana di wilayah RT ..... RW..... Kelurahan ......... sebagian besar telah

maka seluruh warga bersepakat untuk tidak mengusulkan

terpenuhi,
(Berita Acara Hasil Rembug

kegiatan dalam Rodanya MASBAGIA tahun ......

Warga terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, ....ceeseeessnssenseneenes

Diverifikasi oleh

Kepala Seksi PM dan Pembangunan Ketua RT... RW...

Kelurahamn ..eeeseeesseesserees Kelurahamn ......oeceeeeeeeees



FORMAT BERITA ACA
B RA HASIL REMBUG WARGA

BERITA ACARA
HASIL
REMBUG WARGA RT ... RW ... KELURAHAN
NOMOR: . .
a bard Ak e
pad tanggal ........ bulan ........ tahun ....eeeees Kami telah

k
melakukan esepakatan dalam rembug/musyawarah warga di RT ... RW -
Keluraha:rl ------------

usulan kegi i
adapun kegiatan atau pengadaan barang yang telah kami sepakall

P
untuk ro,fgram Pemberdayaan Masyarakat Masbagia Tahun ....- adalah
sebagai berikut:
"
No Ber}tuk , . Volume dan | Rencana Biaya
Kegiatan Uraian Kegiatan
Satuan (Rp)
L
—_—
2
3.
dst \
Dibuat Al cccseesvsress
KETUA RT, SEKRETARIS RT, PERWAKILAN WARGA :
D sensansa ;
A8t e

------------------------



¢, CONTOH FORMAT USULAN KEGIATAN TAHUNAN

Magelang, ...oeeesesseesees
Kepada:
Yth. Walikota Magelang
c.q. Lurah ..oeeeeeeeneees
di
MAGELANG

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan

Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Tahun Anggaran ... )
persama ini kami sampaikan wusulan kegiatan sesuai hasil
-embug/musyawarah warga RT ... RW .. Kelurahan ... sebagaimana

terlampir (Berita Acara Hasil Rembug Warga dan Usulan Kegiatan 5 Tahunan).

Kami mengharap hasil dari kegiatan sebagaimana usulan tersebut di atas
akat RT .... RW ... Kelurahan ...

nantinya dapat diberikan kepada warga masyar
perkenan dan bantuannya

Demikian permohonan kami, atas

disampaikan terima kasih.

Mengetahui,

-------------------
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ySULAN RENCANA LIMA TAHUNAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY

ARAKAT

MASBAGIA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025

KELURAHAN J
KECAMATAN ...

BIDANG

USULAN KEGIATAN TAHUN

2021 2022 2023 2024 2025

KETUA RT,

Dibuat di ....oeeeneres

SEKRETARIS RT, PERWAKILAN WARGA :

--------------

Mengetahui,
KETUA RW...

oooooooooooooooo



AT 3 r
p. FORMAT DAFTAR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN (KELURAHAN)

AR RE
DAFT KAPITULASI USULAN KEGIATAN RODANYA MASBAGIA TAHUN
ANGGARAN ................

i
No | RT/RW | BIDANG , RENCANA
URAIAN KEGIATAN | VOLUME | giavA (Rp)

------------------------



. FORMAT REKAPITULASI RENCANA DEFINITI

- s

KEGIATAN (KECAMATAN)

REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF kEGiATAN RODANYA MASBAGIA

] amlah Kelurahan :

TAHUN ANGGARAN

..............

nnnnnnnnnnnnnnnnn

ccccccccccccccccc

ooooooo

e

5O | KELURAHAN

URAIAN
KEGIATAN

]
RENCANA
SATUAN| VOLUME BIAYA (Rp) |

"

e

sle|w|x|e|e|alelel-)

dst

Magelang, ......cc.......
CAMAT MAGELANG .........

-------------------------
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Kolom 2 diisi dengan uraian kegiat
an
Kolom 4 diisi dengan satuan output, mi
.. . ’ l .
o N P o sal : meter
Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
Kolom 7 d1151 dengan Persentase realisasi terhadap anggaran
Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
o alisasi
Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa

10 diisi d i
10. Kolom engan persentase capaian output dengan perhitungan sebagal

11. Kolom

perikut :

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai
perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;

b. Kegiatan nonfisik dengan cara:

. Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar
belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan
konfirmasi pengajar sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan
Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.

11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegia
an pada bidang

tan cash for

work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurah

pelaksanaan pembangunan

12. Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ




